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SALINAN
PUTUSAN

Nomor  199/Pdt.G/2020/PA Srog.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sorong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Hakim  Tunggal,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota

Polisi, tempat tinggal di  Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua

Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

melawan

TERMOHON,  umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi

Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon berdasarkan  surat  permohonannya  tertanggal  15

september  2020  yang  terdaftar di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Sorong,

dengan Nomor 199Pdt.G/2020/PA Srog, tertanggal 15 september 2020, telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada

tanggal  30 November 2012, di  hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Distrik  Teminabuan,  Kabupaten Sorong Selatan,  Provinsi

Papua Barat,  sebagaimana  Kutipan Akta Nikah Nomor  XXX, tanggal  14

Januari 2013;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon

berstatus Perawan;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No.198/Pdt.G/2020/PA.Srog.

Disclaimer
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3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal

bersama  di  rumah  milik  bersama  yang  beramalatkan  di  Kampung  Ani

Sesna  Kelurahan  Ani  Sesna,  Distrik  Teminabuan,  Kabupaten  Sorong

Selatan, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa  selama  pernikahannya  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon  Ba'da

Dukhul, sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir

Teminabuan 2 Juli 2016, dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa  pada  awalnya  bulan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon

dan  Termohon  mulai  tidak  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap

nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dikarenakan Termohon boros dalam

mengelola keuangan rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan

September 2017, dikarenakan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman

bersama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah

tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Pemohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 3 tahun;

7. Bahwa  selama berpisah  tersebut,  antara  Pemohon dan  Termohon  tidak

pernah  berkomunikasi,  Pemohon  masih  memberikan  nafkah  kepada

Termohon  sampai  akhir  bulan  Oktober  2019,  dan  antara  Pemohon  dan

Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali;

8. Bahwa  Pemohon  telah  berupaya  mengatasi  masalah  tersebut  dengan

jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-

baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha

tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di atas,  maka  Pemohon  merasa

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan

lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No.198/Pdt.G/2020/PA.Srog.
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

agar  berkenan  memanggil,  memeriksa  dan  mengadili  serta  menjatuhkan

putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan  ijin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Sorong;

3. Membebankan biaya sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Subsider :

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah

hadir  menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan Termohon tidak hadir

menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak pula menyuruh orang  lain untuk

menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah di

panggil  secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di  dalam

sidang,  sedangkan  ketidakhadiran  Termohon tersebut  tidak  disebabkan oleh

suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di  persidangan, maka proses

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa  sekalipun  upaya  perdamaian  tidak  dapat  dilakukan  karena

ketidakhadiran  Termohon  di  muka  sidang,  namun  Hakim  dalam  setiap

persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali

dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa  Pemohon  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  yakni  sebagai  Anggota

POLRI di Polsek Kais Resor Sorong Selatan, telah memperoleh Surat Ijin Cerai

dari  Pejabat  /  atasan  Penggugat  yakni  Kepala  Kepolisian  Resor  Sorong

Selatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No.198/Pdt.G/2020/PA.Srog.
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Bahwa kemudian dibacakan surat  permohonan  Pemohon dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  yang  isi  dan  maksudnya  tetap  dipertahankan  oleh

Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

tidak hadir dan tidak pula mengirimkan  wakil /  kuasa hukumnya yang sah di

muka  sidang,  maka  Termohon  tidak  dapat  di  dengar  keterangan  dan

jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa  meskipun  Termohon  tidak  hadir  di  muka  persidangan,  namun

suatu  permohonan dapat  diterima  dan  dikabulkan  haruslah  tidak  melawan

hukum  dan  beralasan,  sehingga  kepada  Pemohon  dibebankan  wajib

pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan

telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah Nomor  XXX,  tertanggal  14  Januari  2013,

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Teminabuan,

Kabupaten  Sorong  Selatan,  Provinsi  Papua  Barat,  bukti  surat  tersebut

telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  PEMOHON  (Pemohon),

Nomor 9204011904860002, tertanggal 16 Maret 2013, yang dikeluarkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Sorong

Selatan,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal

diberi kode P.2;

3.  Asli  Surat  Izin  Cerai  atas  nama  PEMOHON  (Pemohon),  Nomor

SIC/02/IV/2020, tertanggal 30 April  2020, yang dikeluarkan oleh Kepala

Kepolisian Resor Sorong Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;

B. SAKSI :

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No.198/Pdt.G/2020/PA.Srog.
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1. SAKSI  I,  umur  32  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  D.3  Kesehatan,

pekerjaan  PNS,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Sorong  Selatan,

Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon,  karena  saksi

adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap ke persidangan akan

menceraikan Termohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

yang  sah,  ba'da  dukhul,  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak  yang

bernama ANAK;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu

diwarnai  perselisihan  dan  pertengkaran,  yang  disebabkan  karena

Termohon  selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh

Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah

memberi  nafkah kepada Termohon,  dan di  antara mereka juga tidak

pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. SAKSI  II,  umur  26  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S.1  Pendidikan,

pekerjaan  Guru  Swasta,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Sorong

Selatan, Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah

sumpah sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon,  karena  saksi

adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap ke persidangan akan

menceraikan Termohon;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No.198/Pdt.G/2020/PA.Srog.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

yang  sah,  ba'da  dukhul,  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak  yang

bernama ANAK;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu

diwarnai  perselisihan  dan  pertengkaran,  yang  disebabkan  karena

Termohon  selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh

Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah

memberi  nafkah kepada Termohon,  dan  di  antara mereka juga tidak

pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan

mengajukan bukti lagi;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  memberikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  segala  yang  dicatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

dilaksanakan  menurut  Hukum  Islam,  maka  berdasarkan  Pasal  49  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  dan  perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya,

maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No.198/Pdt.G/2020/PA.Srog.
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Menimbang,  bahwa  Pemohon mendalilkan  telah  menikah  dengan

Termohon pada tanggal 30 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Nomor XXX, tertanggal 14 Januari 2013, dan perkawinan tersebut hingga saat

ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing

untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati  Pemohon  agar  rukun  kembali  dan  mengurungkan  niatnya  untuk

bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Termohon telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, namun  Termohon tidak

hadir  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  hadir  sebagai  kuasa  yang

mewakilinya,  oleh  karena itu  upaya  perdamaian  sebagaimana diperintahkan

dalam Pasal 154 RBg. junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

junctis Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai

Anggota POLRI di Polsek Kais Resor Sorong Selatan,  yang  dalam perkara  a

quo adalah  telah  memohon  izin  cerai  terhadap  istrinya  (Termohon),  maka

haruslah tunduk pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Nomor  10  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan

Pemerintah  Nomor  45 Tahun 1990 tentang Izin  Perkawinan dan Perceraian

bagi  Pegawai Negeri  Sipil, yang menyatakan  dengan tegas  bahwa Pegawai

Negeri  Sipil  yang  akan  melakukan  perceraian  wajib  memperoleh  izin  lebih

dahulu dari pejabat secara tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai

Anggota POLRI di Polsek Kais Resor Sorong Selatan,  yang  dalam perkara  a

quo adalah  telah  memohon  izin  cerai  terhadap  istrinya  (Termohon),  telah

ternyata memperoleh Surat Izin Cerai dari Pejabat yang bersangkutan,  maka

oleh karenanya telah cukup beralasan  bahwa proses pemeriksaan perkara  a

quo harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

rumah tangganya  sudah tidak  harmonis  lagi,  sering  terjadi  perselisihan  dan
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pertengkaran  yang  disebabkan  karena  Termohon  selalu  merasa  kurang

terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dikarenakan Termohon boros

dalam mengelola keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,

dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak

ingin  mempertahankan  kepentingan  dan  hak-hak  keperdataannya,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus

tanpa hadirnya  Termohon (verstek), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli

hukum Islam dalam kitab  Al  Anwar  Juz  II  halaman 149,  yang  di  ambil  alih

menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

Artinya  :  “Apabila  (Termohon)  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau

enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa

bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  perceraian,  meskipun  perkara  ini

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun alasan-alasan

perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang

saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti  P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang

dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang,  telah  bermeterai  cukup  sesuai

Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea  Meterai  jo.  Peraturan

Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan

fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti  tersebut merupakan

akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai

pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas

nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,
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telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Bea  Meterai  jo.  Peraturan  Pemerintah  nomor  24  Tahun  2000  tentang

Perubahan  Tarif  Bea  Meterai,  dan  fotokopi  tersebut  cocok  dengan  aslinya,

maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian

yang  sempurna  dan  mengikat,  sesuai  pasal  285  RBg.  jo.  pasal  1870  KUH

Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang

sah dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  berupa  Asli  Surat  Izin  Cerai  atas  nama

PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah

bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Meterai  jo.  Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan

Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti

tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

dan mengikat,  sesuai  pasal  285 RBg. jo.  pasal  1870 KUH Perdata,  dengan

demikian  bukti  tersebut  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam

perkara ini;

Menimbang,  bahwa  2  orang  saksi  yang  diajukan  Pemohon  tersebut,

dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon

selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, saat ini

antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan sejak itu

antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas,

didasarkan pada pengetahuan,  penglihatan dan pendengaran langsung,  dan

keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi

tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal

308,  dan Pasal  309 RBg.  juncto Pasal  76 Undang-Undang Nomor  7 Tahun

1989,  saksi-saksi  Pemohon di  atas dipandang telah memenuhi  syarat  formil

maupun  materiil,  maka  keterangan  para  saksi  tersebut  dapat  diterima  dan

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  dan  bukti-bukti  yang

diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :
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 Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK

 Bahwa  rumah tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  harmonis

lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

terus  menerus  yang  disebabkan  karena  Termohon  selalu  merasa  kurang

terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi

pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang

berlangsung selama 3 tahun;

 Bahwa selama berpisah tempat tinggal  tersebut,  Pemohon dan Termohon

tidak pernah saling  mengunjungi,  demi  untuk  membina kembali  keutuhan

dan keharmonisan rumah tangga;

 Bahwa  Pemohon  di  dalam  persidangan  menunjukkan  sikap  sungguh-

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  atau  merukunkan

Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dalam  petitum angka  2,  Pemohon  menuntut  agar

diberi  izin  untuk menjatuhkan talak satu raj'i  terhadap Termohon,  yang akan

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon dan  Termohon dalam  kehidupan

rumah  tangganya  selalu  berselisih  dan  bertengkar  terus  menerus,  keadaan

rumah tangga  Pemohon dan  Termohon yang  demikian  disimpulkan  sebagai

suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut,

terbukti  Pemohon dan  Termohon tidak  dapat  melaksanakan  hak  dan

kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah

gagal  membentuk  keluarga  dalam  suatu  rumah  tangga  yang  bahagia

sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu mengingat :

-  Hadits Nabi Muhammad SAW. :
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Artinya : “Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh

membuat penderitaan bagi orang lain” ;

-  Al Qur’an surat Al Baqarah 229, yang berbunyi :

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk

dengan cara yang ma’ruf atau cerai dengan cara yang baik“;

Menimbang,  bahwa  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor

534/K/Pdt/1996,  tanggal  18  Juni  1996,  juga ditemukan suatu  kaidah hukum

bahwa  dalam  perceraian  yang  perlu  dilihat  adalah  perkawinan  itu  sendiri,

apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan

siapa  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  perselisihan  dalam  rumah  tangga

tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  a  quo,

maka  Hakim  berpendapat  bahwa  perceraian  bagi  Pemohon dan  Termohon

adalah  merupakan  jalan  yang  lebih  baik  dari  pada  tetap  mempertahankan

rumah  tangganya,  sebab  rumah  tangga  yang  sudah  pecah  apabila  tetap

dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan

dari pada kemaslahatan;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan  Pemohon dipandang  telah

memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,

maka  sesuai  Pasal  118  Kompilasi  Hukum Islam talak  yang  dijatuhkan  oleh

Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil

permohonan  a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka

petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan

(2),  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Panitera

Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar

Talak perkara ini,  kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat

perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Pemohon;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Sorong;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp.416.000,00 (empat raus enam belas ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Hakim  yang

dilangsungkan  pada  hari  Selasa  tanggal  29  September  2020  masehi,

bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 hijriyah, oleh kami H. MOHAMMAD

AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

tersebut  dengan didampingi  oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag.  sebagai  Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,
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ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00 Untuk Salinan
Biaya Proses Rp 50.000,00 Pengadilan Agama Sorong
Panggilan Rp 320.000,00 Panitera,
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah). BAIDA MAKASAR, S.Ag.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


